Menimbang

Mengingat

BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA

DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik
kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan
pembangunan dan hasilnya, sehingga upaya penanggulangan
bencana perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu,
cepat dan tepat, untuk itu diperlukan upaya yang nyata dalam
penanggulangan bencana dengan mengerahkan sumber daya yang
ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Klaten, (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten
Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);

12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGANAN
KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN KLATEN.

Pasal 1

Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
meliputi bencana :

a. Erupsi gunung Merapi,
b. Gempa bumi;

c. Banjir;

d. Angin puting beliung;
e. Tanah longsor;

f. Kebakaran; dan

g. Bencana lainnya.



Pasal 3

Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat
Daerah, lembaga vertikal di Daerah, organisasi non Pemerintah, warga masyarakat dan
pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten
Klaten. :

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupéﬁ ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dam ‘Belanja Negara, Anggardnh~PendapatannDan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal §

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1] Fbrumn 2014
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 7 Fbruary 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

e

DARIIIADIU

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR...l....





